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- 'E’ERAN POLR‘.{ DALAM ?ENYELENGGARAAN
s “zsxsTEM PERTAHANAN NEGARA

Epety enyaﬂgi{ut fugas pokek fmgm dan
i ;nergn.uya dari masa ke mnsa terlihat

_:adzmya ‘pergeseran’ ‘baik: v;s1, ‘misi

maupun txjian Polr itu sendiri, Hal ini
cwdisebabkan kedndukan, dan peran
. kepolisian banyak dipengaruhi oleh
* “sistempolitik negara pada saat tersebut.
' Pada masa penjaj juhon Belanda dan
-~ “Jepang, pendelatan pelaksanaan tugas
Polri diaralkan untuk kepentingan
_penjaizh. Penanganan perkava-perkara
“yang berlatar belskang kriminal
menjadi sekunder sedangkan yang
“berlatar “belakang “‘politik’ dan
mempertahankan kekuasaan meru-
pakan perkara yang primer.
* Sedangkan " ‘pada - masa
“kemerdekaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berubah dar alat
kekuasaan pemerintah kolonial menjadi
‘alat kepolisian yang dapat memienuhi
keadaan dan panggilan masa diarahkan
“untuk kepentingan ‘hukum dan
masyarakat, maskipun muncui juga
penggunsan kepolisian untuk alat
kekuasaan, sehingga vpaya untuk
“mewujudlan kepolisian sebagai
pengayom, pelayan, pembimbing dan
pelindung  masyarakat - serta
“remnberikan jaminan terhadap tegalmya
hdaimkebenaran dankeadilan menjads
terabaikan yang pada akhimya polr
" rmenjadi jauh dari profesional dan jauh
juga dand masyamakat,

Perkambaﬂgan P{)l;x baxk yang.
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(Dxamblé darl Makalah Kapoin di dcpan Kabaiatbang Deszmkam}

SltllﬂSl yamg dlhadapl oieh Polr
tersebut (diatas telah 'uerjalan cukup

o Iamsemnggatelahmembangun safty -
. kultur dari strukiur, kepolisian yang .
. tidak sesuai dengan visi dan misinya

:--yaxtu

- shukum, pengayom, Deimdung dap i

- pelayan masyarakat. Dengan masuknya ¢

spbagal alat negara penegaly

Polri dalam jajaran ABRI/TNI yang
berlangsung selama 30 tehun maka
budaye militer sangat o T'iﬁ;ﬁ.l\ﬂt didalar
institusi Poki.

~Bergulirnya em _ra.tonmsz, Poiri
berupaya membangun kembali jati
dirinya agar menjadikan Pold sebagat
s0s0K yang memegang tanggung jawab
sebagai penegak hukum, pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat
sebagaimana yang teleh diamanatkan
dalam Tap MPR. RINo. VIMPR/2000
dan Tap MPR RI No. VIIMPR/2000
serta Keppres RI No. § tahur 2000
dimana Polri berada langsung dibawah
Presiden dan Kapolrd bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Hal
ini memberikan kesempatan kepada
Polri untuk membangun jaii dirinya
menjadi Polrd yang profesional dan
mandirz. _

Prioritas tagas Poiri kedspan adalah
mewujndkan kemandirian dan
profesionalisme Polri, menjamin
keamanan dalam negeri dengan
melaksanakan penegakan hukum,
memelihara keamanan dan ketertiban
urmum, perlindungan, pengayorman dan
pelayanan  masyarakat  serta
membangun meningkatkan dan meme-



.lihg_fal\.einampmn' dan kekuatan Polri< .
- dalam rangka pelakbanaan tugas %ugas :

tersebut.
“Dalam menuju parad:gma Polri

sejalan dengan reformasi yang sedang = -

- berjalan maka Folri telah menyiapkan

format Pelri ke depan melalui proses

+veformagi yangmeliputi: aspek
: struktural instnimenial dan kultuml,

- P_erubah_an:.pe_rubahau Aspek

" “Struktural mencakup perubahan

* kelembagaan (institusi) Polri, dalam

. kefatanegaraan yang diarahkan untuk

“menjadi erganisasi- yang ‘mampn

" “memberikan pelayanan “kepada

i 1“}asyar<,kat dengan sehaik-baiknyz.

"t Perubaban Aspek Instrumental
akan mencakup flosofi (visi, misi dan
tujuan)y, dokirin © kewenangan
kompetensi, kemampuan fungsi dan
IPTIK. Filosofi kepolisian disimak dari

“kandungan pilai Paneasiladan Trbrats
vang Tnemuat pilsi-nilai kepolisizn
‘sebagai abdi utama, sebagai warga
negara teladan dan wajib menjaga
ketertiban pribadi rakyat.

_ Perubahan Aspek Kultural (yang
paling mendasar) merupakan musra
dari perubshan Aspek Strukfural dan

Aspek Instnumental karena kesemuanya
harus terwujud dalam bentuk dan
kualitas pelayanan aldual Polri tethadap
masyarakat. Aspek  Kultural
menggambarkan budaya kepolisian
yaitu sikap dan perilaka Polri dalam
melaksanakan tugasaya baik sebagai
penegak hikurn, pemelikara keamanan
dan ketertiban masyarakai, pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat
yang secara langsunyg dapat dirasakan
oleh masyamkat.

2. MAKSUD DAN TUTUAN.
Tulisan ini dimaksudkan untuk
mernenuhi penmintaan Kepala Badan

i

- Penelitian dan Pengembangan

_' : Dep_z_m_emen Hankam Republik Indone-
U sla. dengan tujuan memberikan

gambaran teptang peran Polri dalam
penyslenggara sistem pcztahanan
negam. o

3. RUANGLINGEUP, i
Berkenaaa dengan judul ceramah :
Peran Polri dalam Penyelenggaraan

“Sistern Pertahanan Negara, maka
~lingkup maten yaug akan d1bahas
T meliputi: y
~a  Peran Polri

dalam b";dz_ing
keamanan.

b. Peran Polri dalam pertahanazl
c. Penutup.

. PERAN POLRI Dalald Bﬂ}ANG

KEARANAMN.

Dalam perubahan ke II ULD 45
Bab XIT/ Pasal 30 Han dan Eam (4}
Kepolisian Negara Republik Indopesia
sebagal alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat serta menegakkan
hulum

Sesual dengan pasal 5 RUU RI
tentang Kepolisian Negara Repubhk
Indonesia:

1} Kepolisian Negara chubhk
Indonesia merupakan Alat MNegara
¥ang Berperanmemslihara Kearnanan
dan  ketertiban  masyarakaf,
menegakican hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman. dan
pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.

2) Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah Kepolisian Nasional
yang merupakan safu kesatuan dalam



“dalam. 'melaksaha}.\én pefah sebagai- .

3:'1nana ‘yang dzmaksud dalam ayat (1).
@) Dengan tugas dan wewenang
i+ seperti diamr dalam pasal 13,14, 15 dan
" “I6 RUURI tentang Kepohsmn Negara
'Repubhi{ Indonesia.
b)Y Pasal 130 ying: berbur;y; Tugas
" Pokok chohsxan ’\Iegara chubhk In-
“ donesia adalah 1 b

T Memeixhara kcamanan “dan

.[ketert;bam masyarakat. - PR
b Meneoakkan hukum dan

Membenaan ' perlmdur}gan, L

":._'pengayom'm dan pe]
: -:3 masyarakat

III PERAN POLRI DALAM
' PERTA}IANAN NEGARA

e :.S.ebe_l_um k.lta memb_zc_arakan peran Polr
‘““dalam * pényelenggaraan’ ‘sistem
'périahanan'nc'éara *kita harus mengerti
“rdulu apa yang’ dlmaksud dengan
: pertahanan negara, 4 "
“Didalam RUU téntang periahanan
g 'negara pasal 1 (1) berbuayi : Pertahanan
“negara adalah segala upaya untuk
“'mempertahankan kedaulatan negara,
" keutuhan wilayah ‘dan-keselamatan
- ‘segenap ‘bangsa dari ancaman.
Sedangkan ‘yang dimaksud dengan
“ancaman dalam pasal' 1 (2) RUU
"‘tentang pertzhanan negara berbunyi :
"Ancaman adalah setiap usaha dan
kegiatan dengan = atau  tanpa
menggunakan © ' senjata ' yang
membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara dan
* keselamatan segenap bangsa..
‘Dalam rangka memudahkan
penanggulangan / pertahanan negara
"maka pergolakan dan- berbagai
" gangguan terhadap stabilitas keamanan
negara dapat dikelompokkan dalam
kondisi Tertib Sipil, Darurat Sipil,

39

o Darurat M:l:ter dan Perang
¢ Kesemuanya. teta;:n melibatkan peran
.~ Polrivselaku penanggung-jawab dj
i .-'bidang keamanan dalam negeri.: S
ol Tertib Slpii (dalamkeadaan’aman) .-
tugas dan peran Poln sapcr‘z yang dxaiu; o
"Z_.:_dalam e P
SR Pemh*ahan UUD 45 pasnl 30 {4) .
& i_-zsmya I{epehsxan MNegara Republik -
" iwIndonesia sebagat alat megara yang -
.‘menjaga: keamanan dan ketertiban
“masyarakatibertugas melindungi,
: ._;;.-;'mengaycml melayar;; masyara}cat serta ..

"b. Tap'MPR RI No. VI/MPR/

2000 pasal 2:(2) Polri berperan dalam o

memelzham keamanan. :
~Tap MPR.-RI MNo. VII/MPR/
2_006 tentang peran TNI dan Polri pasal

Grayat-]-isinya + Polri berperan dalam -

memelihara kamtibmas, Gakkum,
pengayom dan pelayan masyarakat.
d. - Keppres MNo. 89 th. 2000 pasal
I :berisi 1 Polri sebagai-lembaga
pemeriniah yang mempunyal tugas
pokok menegakkan hukum, ketertiban
umum dan memelihara keamanan
dalam negeri. G
2. Darurat Sipil.

-Di wilayah daerah sipil pada prinsipnya
" penerapan operasional kepolisian tetap

mengact kepada MOP (Manajemen
Operasional Polri} yang membagi
kegiatan operasi terdirl dari operasi ru-
tin "dan -operasi khusus dimana
penerapan. “ pola operasi rutin
dilaksanakan sspanjarg hal itu dapat
dilaksanakan pelaksanaarnnya di daerah
yang tidak bergejolak/tidak berpotensi
uniuk bergolak. MNamsn bagi kawasan
yang memiliki situasi dan kondisi yang
rawan atau keributan, maka penerapan
pola operasi khusus adalah suatu
pikiran yang tepat.



ot Daiarn kcadaan darurat sipil Polri
éalam hakini Polda: sebagaz aparat Polri
.kemiayahan sepenuhnya tunduk
o kepada Undang—undang yang berfaku
_._.-':ﬁ-':dal_am hal _am_Undang-unéang No. 23/
= Prp/1959: yang menctapkan: Kapolda
"/ * " sebagal Pembantu Gubernur KDH TK
" i1 dalam kapasﬁasnya penguasa darurat
-szpzl ‘dengan’tugas. ikut merumuskan
ebijakan: gubcrnur di:‘bidang
. _penewakkan hukum dan. me}aksana—
-kamya dalam rangka pemeliharazn
siketertiban:umum. dan keamanan serta
:'mengembahkan situasi-secepatnya
" ketertiban sipil. Sedangkan Kodal
v dalam hal pemeliharazn keamanazl tetap
‘ditangan Poiri. :
- DalamKeadaan Darurat\’hhter
. Militer dikedepankan untuk
'---:menangam keadaan yvang skalasinya
~.meningkat kisis dari keadaan darurat
Slpil nat :

. Polri tetap melaksanakan tugas-
tugas penegakkan hukum dan polisionil
< yaitu tugas-tugas lain yang diberikan
" zoleh undang-undang. :
RUU tentang pertahanan
negara pasal 7 (2) sistem pertahanan
negara dalam menghadapi ancaman
‘militer menempatkan TNI sebagai
komponen utama dengan didukung
oleh komponen cadangan dan
komponen pendulung. Disini peran
Polri sebagai komponen pendukung.
‘4. 'Palam Keadaan Darurat Perang.
- Militer dikedepankan untuk
~menangani keadaan yang skalasinya
meningkat krisis dari keadaan darurat
sipil.
wow < Polri tetap melaksanakan tugas-
tugas penegakkan hukum dan pelisionil
yaitu tugas-tugas lain yang diberikan
olch undang-undang.
- Polist tidak bisa ikut perang,
sebelum dinyatakan sebagai combatan
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~-oleh, undangwundang .

-Dalam keadaan perang -Poln

_tetap memelihara keamangn:dan

-+ ketertiban masyarakat dan tugas-tugas

..Polri yang lain. Dalam hal pertahanan

_ scbagai institusi baru dilaksanalcan bila

-.ada permintaan dari TN, tapi-sebagai

.+ warga negara wajib ikut serta dalam

“upaya bela negara RUU HAT\I -NEG
_pasal 9 (1). :

Iv. PENUTUP

-KESIMPULAN o

" 1. Dalam keadaan tertib 51;)13
kekuasaan pemeriniah dzpeg_ang ‘oleh
Kepala Daerah Setempat dan dalarm hal
pemeliharaan  keamanan  Kodal
sepenuhnya ditangan Polri.
2. Dalam keadaan darurat_sipil,
Kapoldasebagai Pembantu Gubernur
KDH TK 1 dalam kapasitasnya sebagai
Penguasa Darurat Sipil dengan tugas
ikut merumuskan kebijakan Gubernur
dibidang penegak hukum ‘dan
melaksanakannya dalam.rangka
pemeliharaan ketertiban umurn dan
keamanan serta mengembalikan sitnasi

- secepatnya ketertiban sipil. Sedangkan
Kodal dalem hal pemeliharaan
keamanan tetap ditengan Polri.
3. Dalam keadaan darurat mshter
maupun perang, Polri . tetap
melaksanakan tugas-tugas kepolisian
dan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Undang-undang. Dalam hal
keadaan darurat militer, TNI yang
bertanggung jawab operasional,
sedangkan Polri  ikut  .serta
melaksanakan bila diminta ¢leh TNI,
Penguasa darurat militer adalah
Panglima TNL Polri sebagai komponen
pendukung. Dalam RUU tentang
penanggulangan keadaan bahaya pasal
19{1) dalam keadaan darurat, Presiden
memegang kekuasaan tertinggi selaku



- penguasakeadnandaruat. oo
. 4. Dalam keadaan darurat baik darurat
 sipil, darurat militer maupun darurat
‘perang Kesernuanys'tetap melibatkan
‘peran Polri selaku penanggung jawab
“di bidang kearmanan dalamnegerd. .

Demj}:,ianiah_.makaléh-te_n_tang peran;:’
Polri dalam penyelenggaraan sistem
-perinhanan negara yang dapat disajikan,
. mudah-mudahan bermapfaat dan
“ piemberikan tambahan referensi.
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